
BUPATI BADUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR   14 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, 

Penyerahan dan Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada 

Partai Politik, khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur mengenai 

laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di kabupaten; 

b. bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 tahun 2006 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik, khususnya yang mengatur

mengenai laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di

Kabupaten Badung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2

Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4277);
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4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548); 

 

6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4523); 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan, Penggunaan 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006; 

 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan  

BUPATI BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 

TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PARTAI POLITIK. 

 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 2) diubah  

Sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 7 

 

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah 

dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung atas nama Kepala 

Daerah kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau 

sebutan lainnya yang sah. 

  

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

 

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik di Daerah 

disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Daerah kepada 

Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung paling lama 4 

(empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

 

(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

(3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Bali 

dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Badung. 

 

Pasal 11 

 

                                 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 

 

 

    Ditetapkan di  : Badung  

 Pada tanggal  : 19 Desember 2007 

 

          BUPATI BADUNG, 

 

                                                                                               ttd. 

 

        ANAK AGUNG GDE AGUNG 

 

 

Diundangkan : di Badung  

Pada tanggal  : 19 Desember 2007  

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BADUNG 

 

               ttd. 

 

I WAYAN SUBAWA 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 14 
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     PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 14 TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  

NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG  

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

 

 

I. UMUM  

 

Dengan adanya perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik, sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2006 tentang bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik. 

 

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.  

     

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


